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ABSTRAK :  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan keuangan negara termasuk 
pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian 
alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
dengan kriteria tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan, dan untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Keuangan tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun 
Anggaran 20 19 dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 ( COVJD-19); 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916); Perpu No. 1 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 87, TLN No. 6485); Perpres RI No. 28 Tahun 
2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres RI No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 94);  Permenkeu 
RI No. 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No. 1745);   

     - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Ketentuan mengenai Alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang terdiri dari 
Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Pajak dan Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.  

Penyaluran alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil kepada daerah 
provinsi/kabupaten/kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan 
negara dan kebutuhan daerah dalam penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-
19). 

Adapun ketentuan mengenai tata cara penganggaran, penyaluran, penggunaan, dan 
penatausahaan serta pertanggungjawaban alokasi sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

    

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 16 April 2020 dan diundangkan pada tanggal                 
17 April 2020. 

  - Lampiran halaman  8-68. 

 


